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KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 050/0060/2019
TENTANG
RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019

Menimbang : a. bahwa Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan
Informatika memerlukan rencana kerja untuk menindaklanjuti
kebijakan yang lebih tinggi berfokus pada tujuan, sasaran dan
indikator pencapaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud huruf
a. perlu menetapkan Keputusan Kepala Donas Komunikasi dan
Informatika tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi pada
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas
Tahun 2019.

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

ek

Mengingat :

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor
5494 ),

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penilaian Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah ( Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1168);



S. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Banyumas ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2017 tentang
Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

: Rencana Kerja Reformasi Birokrasi pada Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Banyumas Tahun 2019 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Keputusan ini.

: Rencana Kerja Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam

DIKTUM KESATU untuk dijadikan pedoman kerja dan
dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas dalam
pelaksanaan tugas tahun 2019.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal : 3 Januari 2019

KN BANYUMAS
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RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : : 050/0060/2019

TANGGAL : 02 Januari 2019

TENTANG RENCANA KERJA DAN ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUMAS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUMAS

2019
No.|P dan Kegiat Output Tah Kerj 2017 | 2018
rogram dan Kegiatan utpu ahapan Kerja 11213256l 71slol10l 11 12
A MANAJEMEN
' |PERUBAHAN
1 |Pembentukan Tim Terbentuknya Tim |Penyusunan Draft Tim Reformasi Birokrasi Dinas
Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi [penetapan Tim Reformasi Birokrasi Dinas Kominfo
Pengarahan tentang Tugas Tim Reformasi Birokrasi dari
Pimpinan
2 |Penyusunan Rencana [Tersedianya Penyusunan Draft Rencana Kerja Reformasi Birokrasi
Kerja Reformasi Rencana Kerja Penetapan Keputusan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi
Birokrasi Reformasi Birokrasi [Sosialisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi
3 |Pemantauan dan Terbentuknya Tim |Penyusunan Draft Tim Teknis Penilaian Mandiri

Evaluasi Rencana Kerja
dan Menindaklanjuti
Hasil Evaluasi

Teknis Penilaian
Mandiri
Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
(PMPRB) Dinas
Kominfo

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Dinas Kominfo

Penetapan Tim Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PMPRB) Dinas Kominfo Melalui SK

Pengarahan tentang Tugas Tim Teknis Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Dinas Kominfo
dari Pimpinan




Melakukan kegiatan
monitoring dan
evaluasi atas
rencana kerja serta
menindaklanjuti
hasil evaluasi

Monitoring pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana
kerja

Rapat evaluasi rencana kerja dan hasil monitoring

Tindak lanjut evaluasi rencana program kegiatan.

Penataan Pola Pikir dan
Budaya Kerja

Melakukan
pemahaman nilai
melalui nasehat dan
arahan pada
kegiatan rapat staf,

Pelaksanaan apel pagi

Pembinaan pegawai

PENATAAN
PERATURAN

Identifikasi, analisis,
dan pemetaan terhadap
peraturan perundang-
undangan

Tersedianya
Identifikasi,
analisis, dan
pemetaan terhadap
peraturan
perundang-
undangan

Mengidentifikasi kendala implementasi Perda No. 4 Tahun
2012 tentang Rencana Induk Pengembangan E-
Government di Kabupaten Banyumas

Menyelenggarakan FGD dalam rangka revisi Perda No. 4
tahun 2012 tentang rencana induk Pengembangan E-
goverment di Kabupaten Banyumas

PENATAAN DAN
PENGUATAN
ORGANISASI

Evaluasi Tugas dan
Fungsi Organisasi

Perubahan struktur
organisasi dan
perbup tentang
kedudukan,
susunan organisasi,
tugas dan fungsi
serta tata kerja
Dinkominfo

Mengevaluasi nomenkelatur, tugas dan fungsi OPD

Menyusun tugas dan fungsi sesuai dengan kebutuhan

Mengusulkan struktur, tugas dan fungsi baru kepada
bagian organisasi




PENATAAN
TATALAKSANA

Poses Bisnins dan
Prosedur Penyusunan
Operasional Tetap

Tersedianya
dokumen SOP

Melakukan identifikasi berbagai proses penyelenggaraan
pemerintah yang akan dilakukan dalam proses bisnis dan
standar operasional dan prosedur

Menyusun standar operasional dan prosedur

Implementasi Standar Operasional dan Prosedur

Meningkatkan kualitas
pelayanan kepada
masyarakat dengan e-
government

Tersedianya
pengembangan e-
government untuk
meningkatkan
kualitas pelayanan
kepada masyarakat
dalam tingkatan

Implementasi pengembangan e-government secara
terintegrasi

transaksional
Keterbukaan informasi |terlaksananya Menyusun daftar informasi publik di lingkungan
publik kebijakan pemerintah Kabupaten Banyumas.

keterbukaan

informasi publik

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan keterbukaan informasi publik

PENATAAN SISTEM
MANAJEMEN SDM

Implementasi Analisis
Jabatan dan beban
kerja Pegawai

terwujudnya
keseimbangan
beban kerja pegawai
sesuai dengan tugas

Menganalisa Jabatan dan beban kerja pegawai

Menghitung jumlah kebutuhan pegawai

Pengembangan
pendidikan dan
pelatihan pegawai
berbasis kompetensi

peningkatan
kompetensi pegawai

menginventarisir kebutuhan diklat pegawai

mengusulkan diklat sesuai dengan kebutuhan

Penerapan penetapan
kinerja individu

terwujudnya
penetapan kinerja
individu

masing-masing pegawai membuat kontrak kerja bulanan
dan catatan harian pegawai

masing-masing pejabat struktural membuat perjanjian
kinerja setiap tahun

melakukan verifikasi kinerja secara berjenjang

memberikan reward dan punishment




Penguatan

Akuntabilitas

Penguatan Terwujudnya Pembuatan Rencana penguatan system akuntabilitas
Akuntabilitas Kinerja Penguatan kinerja Instansi Dinas Kominfo Kab.Banyumas (Rentra)
Dinas Kominfo Kab. Akuntabilitas

Banyumas Kinerja Dinas Penerapan Rencana penguatan system akuntabilitas
Kominfo Kabupaten|kinerja Instansi Dinas Kominfo Kab.Banyumas (Renstra)
Banyumas.
terwujudnya Menyusun indikator-indikator kinerja utama
indikator kinerja
Utama Menerapkan indikator kinerja utama

PENGUATAN

PENGAWASAN

Penerapan Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah

Terwujudnya Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah

Penyusunan TIM SPIP Dinas Kominfo

Penyusunan Tugas Tim SPIP Dinas Kominfo

Pembentukan Tim SPIP Dinas Kominfo Melalui SK

Mekanisme Pengawasan
Melekat

terwujudnya
Mekanisme
Pengawasan
Melekat

Melaksanakan evaluasi kegiatan secara berkala

Implementasi dan
tindak lanjut

terwujudnya tindak
lanjut penanganan

Tindak Lanjut penanganan aduan masyarakat

penanganan pengaduan [pengaduan
masyarakat masyarakat
Sosialisasi Whistle terselenggaranya Menyiapkan materi sosialisasi wistleblowing system

Blowing System

Sosialisasi Whistle
Blowing System

pelaksanaan sosialisasi wistleblowing system

Penanganan Benturan
Kepentingan

terwujudnya
Penanganan
Benturan

Kepentingan

Menyiapkan materi sosialisasi benturan kepentingan

pelaksanaan sosialisasi benturan kepentingan




PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK

Penerapan standar
pelayanan pada Unit
Kerja

Terwujudnya
penerapan standar
pelayanan pada unit
kerja

menyusun SOP

menetapkan SOP

menerapkan SOP

Penerapan Budaya
Pelayanan Prima

terselenggaranya
Sosialisasi
penerapan budaya

menyusun materi penerapan budaya pelayanan prima

pelaksanaan Sosialisasi penerapan budaya pelayanan
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